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RINGKASAN 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN RISIKO RENDAH 

USAHA MIKRO (STUDI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU) 

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, 13 November 2024 

Dedy Mortheza ; dibimbing oleh Dr. M. Husni Thamrin, M.Si dan Dr. Akhmad Mustain, 

S.STP., M.Si 

+ 130 halaman, 25 tabel, 9 gambar, 1 lampiran 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemerintah Republik Indonesia  membuat 

regulasi berbasis risiko untuk pelayanan perizinan berusaha .Sebuah inovasi 

melalui sistem elektronik terintegrasi  dengan pendekatan berbasis risiko yaitu 

Online Single Submission Risk Based Approach. Sistem ini juga berfungsi untuk 

proses pengawasan perizinan berusaha, Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

bagaimana implementasi pengawasan melalui Sistem OSS RBA dan faktor yang 

mempengaruhi dalam pengawasan perizinan berbasis risiko di Kota Palembang. 

Teori yang digunakan adalah teori implementasi pengawasan risiko rendah usaha 

mikro dengan pendekatan manajemen risiko menurut Sophie Flemigh. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara,observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pengawasan perizinan telah 

dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Pada Pendekatan identifikasi risiko 

rendah sudah dilakukan identifikasi data pelaku usaha melalui sistem OSS RBA 

dan melakukan rapat kordinasi Bersama tim teknis untuk menyesuaikan data 

identifikasi. Pada pendekatan evaluasi risiko rendah terdapat faktor yang 

berpengaruh yaitu kebijakan untuk menentukan prioritas pengawasan terhadap 

risiko rendah usaha mikro dan belum ada petunjuk teknis dari kementrian Investasi 

dan BKPM terkait prioritas pengawasan. Pada pendekatan perencanaan terdapat 

faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan dari kementrian BKPM/ 

Investasi tentang jumlah target risiko rendah usaha mikro yang diawasi. Pada 

pendekatan pelaksanaan pengawasan, faktor yang berpengaruh adalah sarana 

kendaraan dinas yang belum mencukupi dan tahapan dalam pengawasan belum ada 

kebijakan terkait jumlah risiko rendah usaha mikro. Pada pendekatan tindak lanjut 

terdapat faktor yang berpengaruh yaitu belum ada kebijakan terkait jumlah realisasi 

risiko rendah usaha mikro yang diawasi.Saran untuk pemerintah pusat dan 

Pemerintah daerah melakukan pertemuan Bersama pelaku usah terkait evaluasi 

sistem oss rba yang dinilai perlu di sesuaikan dengan kondisi daerah di Indonesia 

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, OSS RBA, Pengawasan, Risiko 

Rendah, Usaha Mikro 
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SUMMARY 

 

IMPLEMENTATION OF MICRO BUSINESS LOW RISK SUPERVISION 

POLICY (STUDY ON ONE-STOP INTEGRATED SERVICE AND 

INVESTMENT OFFICE) 

Scientific Paper in the form of a Thesis, 13 November 2024 

Dedy Mortheza ; supervised by Dr. M. Husni Thamrin, M.Si and Dr. Akhmad 

Mustain, S.STP., M.Si 

+ 130 pages, 25 tables, 9 figures, 1 attachment 

This research is motivated by the Government of the Republic of Indonesia making 

risk-based regulations for business licensing services. An innovation through an 

integrated electronic system with a risk-based approach, namely the Online Single 

Submission Risk Based Approach. This system also functions for the supervision 

process of business licensing. This research aims to see how the implementation of 

supervision through the OSS RBA System and the factors that influence risk-based 

licensing supervision in Palembang City. The theory used is the theory of the 

implementation of low risk supervision of micro businesses with a risk management 

approach according to Sophie Flemigh. This research uses a qualitative approach 

with a documentation study method. The data collection techniques used include 

interviews, observation, and documentation. The results of this study found that 

licensing supervision has been carried out in accordance with existing regulations. 

In the low risk identification approach, identification of business actor data has been 

carried out through the OSS RBA system and conducting coordination meetings 

with the technical team to adjust the identification data. In the low-risk evaluation 

approach, there are influential factors, namely policies to determine supervision 

priorities for low-risk micro businesses and there is no technical guidance from the 

Ministry of Investment and BKPM regarding supervision priorities. In the planning 

approach, an influential factor is that there is no policy from the BKPM/Investment 

Ministry on the number of low-risk microbusiness targets to be supervised. In the 

supervision implementation approach, influential factors are insufficient official 

vehicle facilities and the stages in supervision there is no policy related to the 

number of low-risk micro businesses supervised. In the follow-up approach, an 

influential factor is that there is no policy regarding the number of low-risk 

realisations of supervised microbusinesses. Suggestions for the central government 

and local governments to hold meetings with business actors regarding the 

evaluation of the oss rba system which is considered to need to be adjusted to 

regional conditions in Indonesia. 

Keywords: Policy Implementation, OSS RBA, Supervision, Low Risk, Micro 

Enterprises 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut bank pembangunan asia 2008, Pelayanan publik merujuk pada 

segala bentuk layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik 

kepada masyarakat. Pelayanan publik dapat mencakup berbagai bidang 

seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, transportasi, perizinan, dan lain 

sebagainya. Tujuan utama dari pelayanan publik adalah untuk memenuhi 

kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan 

umum .Inovasi publik memiliki hubungan yang erat dengan pelayanan 

publik karena inovasi dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas 

layanan yang diberikan kepada masyarakat. 

Dalam jurnal Sophie Flemigh et al 2006 yang berjudul “Risky Business-

Reconceptualising Risk and Innovation in Public Services", hubungan 

antara pelayanan publik dan inovasi publik menjadi menjadi fokus utama. 

Pelayanan publik dapat menjadi katalisator untuk meningkatkan inovasi 

dalam sektor publik. Dengan memberikan pelayanan yang responsif, 

efisien, dan berkualitas kepada masyarakat. 

Sophie Flemigh 2006 mengatakan pentingnya manajemen risiko yang 

efektif dalam konteks inovasi pelayanan publik. Pengelolaan risiko yang 

baik diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko yang 

mungkin timbul akibat perubahan dan inovasi dalam pelayanan publik. 

Bank pembangunan asia 2008, dalam konteks manajemen risiko, 

penting untuk mempertimbangkan bagaimana inovasi dapat mempengaruhi 

tingkat risiko yang dihadapi oleh suatu entitas sektor publik. Penerapan 

inovasi yang tepat dapat membantu mengurangi risiko atau meningkatkan 

kemampuan untuk mengelola risiko dengan lebih efektif. Inovasi dan risiko  
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memiliki hubungan yang erat dalam konteks pengembangan dan 

implementasi kebijakan publik. Proses inovasi seringkali melibatkan 

pengambilan risiko, karena menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda 

dapat membawa ketidakpastian dan potensi risiko. Namun, inovasi juga 

dapat menjadi kunci untuk mengatasi risiko yang ada atau menciptakan 

solusi baru untuk tantangan yang dihadapi oleh sektor publik. 

Dijelaskan oleh world bank 2020, regulasi berbasis risiko diperlukan 

dalam berbagai sektor ekonomi untuk mengurangi risiko terhadap 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini penting untuk menentukan tingkat 

intervensi regulasi yang optimal dengan mempertimbangkan manfaat 

kegiatan, risiko yang ditimbulkan, dan biaya untuk mengatasi risiko 

tersebut.  

Regulasi berbasis risiko, telah dibuat pemerintah Indonesia melalui 

peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan 

perizinan berusaha berbasis risiko. Didalam peraturan tersebut dalam pasal 

2 disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

meliputi: 

a.  pengaturan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  

b. norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko; 

c.  Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan Sistem OSS; 

d.  tata cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

e. evaluasi dan reformasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis 

Risiko; 

f. pendanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 

g. penyelesaian permasalahan dan hambatan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko  

h. dan sanksi.  

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi 

dan kegiatan berusaha. Selanjutnya diperjelas kembali dalam pasal 4 

bahwa untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib 
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memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 

Salah satu inovasi sistem pelayanan publik yang diterapkan pemerintah 

ialah Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjadi dasar 

kebijakan adanya Online Single Submission (OSS). Online Single 

Submission (OSS) diluncurkan pada 8 Juli 2018 dalam rangka 

menyederhanakan proses perizinan berusaha. 

Pada dasarnya, peraturan ini bertujuan untuk memangkas proses 

penerbitan izin usaha yang selama ini berbelit-belit. Setiap perizinan di 

seluruh Indonesia, baik itu tingkat pusat maupun derah, hanya melalui satu 

pintu saja yakni OSS. Sistem ini menjanjikan pengurusan perizinan yang 

ringkas, hanya dalam waktu 30 menit hingga satu jam.  

Pemerintah Pusat kemudian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) 

untuk mencabut perda-perda yang bertentangan dengan OSS. Hal tersebut 

diatur di dalam Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 

bahwa dalam rangka pelaksanaan standar Perizinan Berusaha sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan 

bupati/wali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan 

dan/atau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, 

dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan 

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, mengalami perubahan 

setelah Undang - Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam 

peraturan tersebut menyebutkan tentang regulasi perizinan berbasis risiko 

sehingga muncul regulasi terbaru berdasarakan Undang- Undang Cipta 

Kerja yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini 
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mengatur tentang sistem terintegarasi elektronik bernama Online Single 

Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yaitu pendekatan perizinan 

berusaha berbasis risiko. 

Perizinan berbasis risiko mengatur penerbitan izin usaha dalam bentuk 

uraian usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia atau KBLI. 

KBLI merupakan Peraturan  Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020, 

yang menjadi prosedur dalam proses penerbitan izin usaha di sistem OSS. 

Pada data tersebut tingkat risiko dan besaran modal usaha ditampilkan pada 

sistem OSS berdsarkan data KBLI. Sehingga Pelaku usaha wajib 

menentukan uraian usaha supaya dapat melanjutkan proses selanjutnya. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan 

peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar. 

Penetapan tingkat Risiko dilakukan berdasarkan hasil analisis Risiko. 

Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan 

mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian 

profesional. Tingkat Risiko menentukan jenis Perizinan Berusaha pada 

klasifikasi risiko usaha. Kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:  

a. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;  

b. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan  

c. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi 

Dalam proses perizinanan berusaha, untuk mengetahui kriteria usaha 

dapat dilihat dari besaran modal usahanya. Usaha mikro adalah usaha 

dengan jumlah modal usaha yang paling rendah. Hal ini diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, 

Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. Dalam Pasal 35 pada ayat (2) dijelaskan bahwa : 
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a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak 

Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha;  

b. Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp.1.000.000.000,00 

(Satu Miliar Rupiah) sampai dengan paling banyak 

Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) tidak termasuk tanah 

dan bangunan tempat usaha; dan  

c. Usaha Menengah merniliki modal usaha lebih dari 

Rp.5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah) sampai dengan paling 

banyak Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak 

termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

d. Usaha Besar memiliki modal usaha lebih dari 

Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh Miliar Rupiah) tidak termasuk 

tanah dan bangunan tempat usaha. 

 Berdasarkan kriteria modal usaha dan klasifikasi diatas,  jumlah usaha 

mikro risiko rendah yang terdaftar di akun online single submission risk 

based approach dalam 2 tahun terkahir 2022-2023, pada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang adalah : 

Tabel 1.1 Data Jumlah usaha skala mikro risiko rendah 

 

Dari perbandingan tabel diatas, terjadi peningkatan jumlah pelaku 

usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, Risiko rendah berdasarkan 

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahunn 2021 

ialah potensi terjadinya cidera atau kerugian dari suatu bahaya dinilai 

rendah. 

Pengawasan terhadap risiko rendah dapat membantu dalam 

mengevaluasi kebijakan dan prosedur yang ada serta mengidentifikasi area 

di mana perbaikan dapat dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam 

Tahun Pelaku Usaha Skala Usaha Tingkat Risiko 

2022 19.000 Mikro Risiko Rendah 

2023 20.000 Mikro Risiko Rendah 
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Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia   

Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara 

Pengawasan Perizinanan Berbasis Risiko. Jenis Pengawasan berbasis risiko 

dibagi menjadi 2 yaitu : 

a. Rutin ( Terencana dan terjadwal) 

b. Insidental (sewaktu-waktu tanpa pemeberitahuan) 

Dijelaskan kembali pada pasal 2 huruf d : Pedoman tata cara 

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan panduan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota. 

Jenis pengawasan berdasarkan peraturan tersebut 

 Permasalahan yang ditemukan peneliti berdasarkan informasi data 

pelaku usaha mikro risiko rendah dalam dua tahun terakhir 2022- 2023, pada 

tabel 1.1 berjumlah 39.000 pelaku usaha. Tetapi  pengawasan bagi pelaku 

usaha mikro risiko rendah yang terdaftar, masih sedikit yang sudah 

dilakukan pengawasan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu. Hal ini dilihat dari Data Pengawasan di Dinas 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam 2 tahun Terakhir : 

Tabel 1.2  Data Usaha Mikro,Kecil, Menengah Diawasi 

 

Berdasarkan tabel 1.2 data usaha mikro, kecil, dan menengah yang 

diawasi,mengalami peningkatan akan tetapi  pengawasan untuk usaha mikro 

risiko rendah belum efektif, dan sedikit jika dibandingkan dengan tingkat 

risiko dan skala usaha lainnya. Menurut informasi awal dari informan hal 

ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan berfokus pada risiko menengah 

dan risiko tinggi. Risiko rendah memiliki tingkat bahaya yang rendah 

sehingga risiko rendah dianggap bukan priotitas utama pengawasan. 

TAHUN 

Jumlah Skala Usaha Tingkat Risiko 

Total Mikro Kecil Menengah Rendah 
Menengah 

Rendah 

Menengah 

Tinggi 
Tinggi 

2022 40 5 20 15 2 13 15 10 

2023 50 10 20 20 2 3 23 25 



7 
 

 
 

Padahal risiko rendah juga memiliki tingkat risiko bahaya walaupun risiko 

bahaya adalah rendah. 

Mengutip pendapat Marc G et al 2001 dalam jurnal berjudul 

pendekatan preskriptif dan pendekatan berbasis risiko terhadap regulasi 

menjelaskan bahwa risiko rendah mengacu pada tingkat risiko yang 

dianggap relatif kecil atau minim dalam suatu situasi atau kegiatan tertentu. 

Risiko rendah menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya suatu kejadian 

berbahaya atau kerugian adalah rendah, dan dampak dari kejadian tersebut 

juga dianggap tidak signifikan.  

 Sehingga Pendapat ini memperkuat alasan peneliti dikarenakan 

dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia   

Nomor 5 Tahun 2021 Nomor 5 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata cara 

Pengawasan Perizinanan Berbasis Risiko pasal 9 huruf a yaitu untuk Risiko 

rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk 

setiap lokasi usaha. 

Berdasarakan uraian pada paragraph sebelumnya, dapat dipahami 

bahwa Risiko Rendah Usaha Mikro perlu dilakukan pengawasan agar sesuai 

dengan semestinya. Peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul  

Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro 

(Studi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Palembang). Karena penelitian ini penting dilakukan guna 

memberikan kontribusi dalam pengawasan risiko rendah yang kemudian 

berdampak pada jumlah pengawasan usaha mikro risiko rendah di Kota 

Palembang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah 

Usaha Mikro  pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kota Palembang? 
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2. Apa Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan memiliki beberapa tujuan. Adapun tujuan 

dari penelitian tersebut sebagai berikut: 

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan 

Risiko Rendah Usaha Mikro daalam meningkatkan Pengawasan 

Risiko Rendah Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang. 

2. Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi 

Implementasi Kebijakan Pengawasan Risiko Rendah Usaha Mikro 

di Kota Palembang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis/Akademis : 

a. Diharapkan Penelitian ini menjadi Landasan dalam 

pengembangan terhadap ilmu mengenai Pengawasan terhadap 

Usaha Mikro risiko rendah. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan Riset mengenai 

Implementasi OSS RBA dalam Pengawasan Risiko Rendah 

Usaha Mikro 

 

2. Manfaat Praktis : 

a. Rekomendasi kepada Praktisi mengenai Pengawasan Risiko 

Rendah Usaha Mikro. 

b. Hasil Penelitian ini memberikan Informasi kepada Praktisi untuk 

tujuan Penelitian selanjutnya.
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